'POKok-Pokok P1k|ran Perlunya Pembentukan Undang-Undang Tentang

Penahanan Kapal sebagal Snta Jamman

Abstrakm

ey To protect the mterest of credrfor m connectron wrth the sh:p operatron tt rs requrred a.
1 speedy, simple, effective procedure to arrest a.ship. by court order in case the ship
‘operator.:fulfill: ‘his. obhgetron to creditor. ~This procedure s regu/ated “in . the
: “!nternahonai Convention on arrest of ships” 1 899,
| According to the ‘convention, .a “ship can be arrested by court order on requesi’s of z‘he
creditor based on maritime c!arms as stipulated in the convention. -
The ,oreverirng law in Indonesia on the other side, to arrest a ship by court order
should be preceeded by civil procedure which will take a very fong time.
Therefore it is suggested that Indonesia should soon ratify the convention and create
the ilaw concerning the arrest of ship based on maritfme claims according to the
convention.

'A. Dasar Per_nikiran

1. Bab IX pasai 25 A UUD Rl menyatakan : Negara Kesatuan Republik
indonesia adalah sebuah Negara yang berciri Nusantara dengan wilayah

yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

2. Presiden Rl telah mengeluarkan instruksi kepada sejumlah menteri terkait
untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri
pelayanan nasicanl, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Noi5

tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayanan Nasional

3. Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai posisi dan geografis Indonesia
sebagal Negara Kepulauan, maka kegiatan usaha pelayaran merupakan

kegiatan usaha yang penting, baik pelayaran dalam negeri maupun pelayaran

luar negeri, yang harus diberdayakan, ditingkatkan potensinya dan didukung

oleh perangkat hukum yang kondusif untuk pengembangannya.

! Praf. Dr. Kuntoro, SH, MH, PhD, Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya, Program Pasca Sarjana Himu
Hukum Univ. Borobudur, Universitas Pakuar, Konsultan Bidang Maritim.
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_Untuk. mendukung mdustn ﬁéia&éréﬁ'ﬁ"'.hé's'.:i"o.hal | 'dipérl'u:ka'h“'ti'ahé""u"n'mk'

""-_'-'.pemblayaa“ (fmancmg) baak untuk pengadaan pengembangan maupun

i pengoperassan armada nas:onai Oleh karena m.z kred:tur sebagal penyedla

' 'dana memeriukan perimdungan hukum yang men;amm kepentmgannya agar
' tlda_k_-_dlrugikan apablia_-pengusaha -pelayaran--sebagai debitur lalai. dalam

memenuhi kewajibannya (wanprestasi).

_Ur}tuk itu_diperlukan adanya sarana hukum yang dengan cepat mudah dan

ged:_erhana_ dapat ditempuh sebagai jaminan dipenuhinya kewajiban debitur.

Salah satu sarana hukum adalah dengan penahanan kapal debitur yang
bersifat sebagai sita jaminan (conservatoir beslag) atas perintah hakim, tanpa

harus ditempuh terlebih dahuiu proses gugatan atas perkaranya. . . -

. Dalam pengoperasian kapal atau kegiatan ussha pelayaran, aspek
pertanggungjawaban pengangkut atau pengusaha pelayaran merupakan fitik
sentral (central point). Dalam pengeperasian kapal tidak fuput darl peristiwa
yang -menimbuikan -perianggung}aWaban pengangkut atau pengusaha
pelayaran {liability), misalnya akibat hukum perianjian perlengkapan kapal,
reparasi kapal dan sebagainya. Kesemuanya itu dapat menimbulkan apa
yang dinamakan “tuntutan maritim” (maritime claim) yang merupakan dasar

untuk penahanan kapal sebagai sita jaminan.

~fawiaspek
internasionalnya sangat dominan. Oleh karena itu perundang-undangan
nasional di bidang maritim harus sesuai dan mengakomodasikan ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam hukum mafitim internasional, termasuk

perundang-undangan mengenai penahanan kapal harus mengacu kepada
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konven5| konvensn lnternasmnal dan hukum Kebzasaan mternasmnai ser‘a

prak’tek-prak’{ek daiam dunta pelayaran (shpp:ng practises)

B Kond151 lntemasnona} Mengenaz Penahanan Kanal

_ 1

Pada saat :m terdapat dua konuenss mternasnonai yang mengatur mengenal

_:penahanan kapal d:mana 3ndoneSIa be!um meratifikasi saiah satu dari

el -;'-_konven51 tersebuk, yaxtu

a. lm‘ernaﬁonai Conventfon Refating fo the Arrest of Seagoing Ship 1952

b. International Convention on Arrest of Ships 1999

'Dalam kedua konvensi tersebut diatur dalam hal-hal apa dapat dilakukan

penahanah 'kap'ai sebégéi sit'a.jam.inan. Dalam konvensi 1952 ada ﬁ? alasan,
sedangkan dalam konvensi 1999 ada 22 alasan sebagai dasar untuk
penahanan kapal " Disamping itu diatur pula mengenai tata cara atau
prosedu penahanan  kapal yang dalam beberapa hal diserahkan

pengaturannya lebih lanjut kepada negara peserta konvensi.

Hal penting dari kedua konvensi tersebut, bebreda dengan ketentuan-
ketenuan dalam H..R maupun R.Bg, vaifu untuk dapat dikabulkannya
permohonan penahanan kapal atas perintah pengadilan, tidak diperiukan
melalui proses gugatan perdata terlebih dahulu, melainkan berdasarkan
kepada adanya cukup bukii yang meyakinkan hakim untuk memerintahkan
penahanan kapal, misalnya adanya bukii hubungan utang-piutang dimana

debitur telah ingkar janji {(wanprestasi). Dalam praktek pelaksanaannya cukup

f-!f- Biom ol
kepantingan-hulum.bradiur faclin dngi:

Meskipun konvensi 1952 telah diratifikasi oleh + 60 negara, namun deri
substansinya kurang lengkap sesuai perkembangan kebutuhan dewasa ini.
Disamping itu konvensi tersebut lebih cenderung pemanfaatanya untuk

negara-negara di Eropa. Hal ini ditunjukkan antara lain depository ratifikasi
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' __:"____::_'konvensz tersebut adalah Kementrtan i_uar Negen Belgla -dan daiam'

' beberapa hal t|dak relevan untuk keadaan IHGOHESIB sepem dikattkannya :'.;-' |

.' _lgo:nv__er)_s; ters__ebu_t.d_engan Rhme.Nawgatlon ConVentIo_n 1868. -

3. Dabandmgkan dengan konvena 1952 konvens: 1999 pos;s:nya Iebth marntap

- karena konvens: ini adakah hasﬂ dan konferensa yang du selenggarakan oleh.

_'PBB sedangkan konvenSi 1952 diseienggarakan oteh negara~negara Eropa
Di samping ftu konvensi 1999 substansmya lebih Jengkap dan telah
_mengakomodasakan kebutuhan dan perkembangan dewasa ini, m:sainya

masalah lingkungan hidup (pencemaran laut).
Kondisi Indonesia Mengenai Penahanan Kapal
Kerancuan pengertian mengenai penahanan kapal,

Dalam praktek, penahanan kapal di Indonesia sering menimbulkan
kerancuan dan salah ‘persepsi. Hal ini dikarenakan penzhanan kapal
" dilakukan oleh ‘berbagai lembagalinstansi pemerintah dan juga oleh aparat
TNi atau Polri. Penahanan oleh aparat penegakan hukum pada umumnya
dilakukan dalam rangka penyidikan suatu tindek pidana atau pelanggaran
hukum atau dalam rangka pemenuhan persyaratan keselamatan kapal oleh
Syahbandar. Hal ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh
aparat bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

memberikan kewenangan unfuk itu.

Penahanan kapal dalam arti sita jaminan (Conversatoir Beslag)

Penzhanan kapal yang dimaksud dalam {ulisan ini terletak pada ruang
iingkup hukum perdata, khususnya hukum acara perdata eebagal siia
jaminan atas perintah pengadilan. Hal ini dilakukan atas permohonan kreditur
untuk menjamin agar debitur mau memenuhi kéwajibannya dalam perjanjian,

tanpa harus melalui proses gugatan terlebih dahulu.
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'-:'Jad; penahanan kapal d:sm: bukan merupakan baglan dén proéés peny?d:kan
o tmdak pxdana atau pelanggaran hukum mefamkan tmdakan sementara di
b:iang hukum perciata berupa snta ;am;nan untuk melmoung; kepentmgan

'-.._'kreditur terhadap debztur yang !alaz daiam pemenuhan kewajibannya yang

| ""_.','tertuang dalam per;anjlan

'”":-'f":'-3'."':;-Peraturan F’erundang undangan (hukum posmf) yang mengatur mengenai

= .penahanan kapal

""'a) Pa'saill 41 Undahg;dhaéng no.r.'n.or 21 tahun 1952 tentang Pelayaran
menyinggung mengenai péhéhanaﬁ képéi dengan .menyebut.k.an bahwa
“Atas perintah pengadilan, pejabat pemerintah yang berwenang dapat
melakukan penahanan terhadap kapal yang sedang berada di pelabuhan
_ !ndoneséa".

-B) Namun demikian, sampai dewasa ini belum ada peraturan mengenai
- penahanan kapal atas perintah pengadilan secara khusus mengenai
..penahanan kapal atas perintah pengadilan dalam hubungan hukum

'.keperdataan sebagai sita jaminan, tanpa harus didahului oleh gugatan

: perdata.

¢) Hukum positif yang ada, masih didasarkan pada ketentuan dalam H.|.R
(Het Herzeine Inlandsch Reglement) dan R.Bg (Recht Reglement Buiten

Gewesten).

Menurut kedua  peraturan perundang-undangan {ersebut untuk

dikabulkannya permohonan penahanan kapal tersebut, diperiukan adanya
gugatan perdata. Ini berarti harus melalui proses perkara perdata dan
proses pelaksanaannya pun melalui prosedur yang cukup panjang dan
berbelit-belit. Hal ini sudah tentu memakan_' wakiu yang lama dan belum

memberikan kepastian akan dikabulkannya permohonan penahanan
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N _"'kapai tersebut sehlngga memmbu!kan kerug|an yang cukup besar bagl_:_

'.-'ikredltur Hal demxkian Juga dzkeiuhkan Dieh kredltur asmg yang'iﬁ"

'__'mengadakan hubungan hukum keperdataan dﬁr*gan p_engus_aha

- '_'_'_1pelayaran |nd0nesua

Cde 'K_esimpulan._cia_n S_a_zrar__a_' S

Berdasarkan ha!—hai tersebut dl atas, makadlperltfkan adanyaundang-

" undang Khusus mengenai penahanan sebagai sita jaminan yang merupakan
penyederhanaan terhadap hukum positif yang ada. Oleh karena itu, undang-
undang ini harus bersifat sederhana, cepat dan mudah prosedurnya sehingga
lebih memberikan kepastian hukum. Di samping itu untuk memenuhi aspek
internasionalnya, undang-undang ini juga harus mengacu kepada ketentuan-
ketentuan internasional mengenai penahanan kapal khususnya International

Convention on Arrest of Ships tahun 1899,

Guna terciptanya satu kesatuan pengaturan yang utuh, maka undang-undang

ini sexaligus nukum materiil dan hukum formilnya (hukum acara)

Agar substansi undang-undang ini memenuhi hal-hal sebagaimana
dikemukakan diatas, maka undang-undang ini seyogyanya memuat pokok-

pokok pengaturan sebagai berikuf
1. Pengeriian mengenai tuntutan maritim {marifime clime)
2. Pengadilan yang berwenang memerintahkan penahanan kapal.

3. Pejabat yang berwenang melaksanakan penahanan kapal.

4. Prosedur penzhanan kapal dan pelepasan kapal.
5. Tanggung jawab atas kapal selama penahanan.
5. Penjualan kapeal oleh pengadilan.

7. Yurisdiksi pengadilan.
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8. Jual paksa (forced sale) kapal.,

_"-".;_Berdésarkan Qratan i étaé dfsarankan agar pemenntah seéera ﬁweratlf kasi
.. lnfemaﬂonal Convenf;on on Arrest of Ship tahun 1999 Sebagau t:ndak Eanjut
ratn“kas: tersebut dlsarankan agar pemermtah segera menyusun RUU
3":_.:_':--'jmengena1 penahanan kapai sebaga: szia jamman dengan memperhatlkan
ketmntuan dalam konvensn dan norma-norma hukum maritim internasional

- lamnya,-

? Dewasa ini sudah disiapkan RUU tentang penahanan kapal ofeh team INSA (Indonesian National
Shipowners Association) dan Departemen Perhubungzn/ Dirjen Perhubungan Laut dimana penulis
menjadi salah satu anggotanya
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KLAiM KLAEM MARiTiM (MARITIME CL!ME)

i;;.:'_ﬂKerugsan atau kerusakan yang dlsebabkan oieh pengoperasnan kapai A R
2. _;H]langnya nyawa atau tuka parah yang dlalamx seseorang yang ierjacii balk d: i
-'-5::-darat atau; peranran yang berhubungan Eangsung dengan pengoperas:an kapai '

.}-'Kegiatan penyelemalan atat perjanﬁan apapum tentang sa!vage termasuk

' _'-apablta -dapat dxterapkan ganti rugl khusus berkenaan de‘:gan keg:atan

fpenyelamatan yang memmbulkan kerusakan terhadap I:ngkungan baik karena _

'kapainya atau barang muatannya _ wihi R
4. Kerusakan atau ancaman kerusakan yang dzsebabkan oieh kapal terhadap
lingkungan, pantai atau kepentingan-kepentingan terkait, langkah tindakan untuk
mencegah, mengurangi atau meniadakan kerusakan tafs'ebUt; ganti rugi untuk
kerusakan yang terjadi; biaya-biaya yéng dikeiﬁ_arkah secara batﬁt dan beralasan
" untuk fengkah-langkah yang diambil guna memulihkan fingkungan, yang secara
nyata telah dilakukan atau akan dilakukan; kerugian vyang terjadi atau
kemungkinan yang akan terjadi, yang dilakukan oleh pihak ketiga berkaitan
dengan kerusakan yang timbul; biaya btaya atau kerugtan yang sejems sepertt
diuraikan dalam ayat ini. ' ' 'y A '
Biaya-biaya atau pengeluaran vang berkenaan dengan pengangkatan,
pemindahan, perbaikan, atau upaya lainnya terhadap kapal yang karam, kandas,
terdampar atau ditinggalkan, dan béméhﬁhan: kebutuhan awak kapal,
. Sefiap perjanjian yang berkenaan dengan pemakaian/ pengoperasian atau
penyewaan kapal yang tertuang dalam perjanjian charter, perjanjian sewa guna
atau perjaniian Iainnya
. Setiap perjanjian yang berkenaan dengan pengangkutan barang atau
penumpang di atas kapal, yang tertuang dalam perjanjian charter atau perjanjian

lainnva:

YANG MENJADI DASAR UNTUK PENAHANAN KAPAL S

Kerugian atau kerusakan yang berkenaan dengan barang termasuk peti atau
koper vang diangkut di atas kapal;
Kerugian dan kerusakan atas kapal dan barang, karena terjadinya peristiva

kecelakaan di laut;

10. Penarikan atau penundaan kapal,
1. Pemanduan;
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Barang barang, perlengkapan kebu’tuhan kapal, bahan bakar, peralatan kapal

-_'_termasuk petikemas yang d:sedlakan untuk pelayanan dan kebutuhan kapal

'datam rangka pengoperasxan pengurusan penyefamatan atau pemeliharaan

"”-~  kapal

13

f14.
_ ;' 3_:_' _'__blaya pungutan Iamnya dij pera;ran
5.

Konstruku rekonstruks: perbalkan perubahan atau kelengkapan kebutuhan
Bzaya-bxaya peiabuhan terusan dermaga bandar alur pelayaran atau braya—

-Gajl dan penghassian iamnya yang terutang kepada nakhoda awak. kapai dan

orang. iam vang dipaker;akan di atas kapal, termasuk biaya untuk repatriasi,

- asuransi sosial untuk kepentingan mereka;

16.

17.

Pembayaran yang telah . dikeluarkan untuk kepentingan kapal atas nama
pemiliknya atau pihak lainnya yang mengoperasikan kapal;

Premi asuransi termasuk iuran asuransi yang harus dibayar oleh pemilik kapal

.. atau penyewa guna uszha kapal .

18.

Setiap komisi, biaya perantara dan keagenan yang harus dibayar berkaitan

. dengan kapal oleh atau atas nama pemilik kapal atau operator kapal.

18.

Setiap sengketa berkenaan dengan status kepemilikan kapal atau penguasaan

. kapal;

20.

21.
22.

Setiap sengketa yang terjadi di antara rekan kepemiiikan bersama atas kapal
berkenaan dengan pengoperasian atau penghasiian kapal;

Hipotek kapal atau pembebanan lain yang sifatnya sama atas kapat;

‘Sengketa yang timbul dari perjanjian penjualan kapal.
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